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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2025-2029
KABUPATEN TOBA








KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2025

SALINAN
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BUPATI TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor  188,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3794);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
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	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	PERATURAN	BUPATI	TENTANG	RENCANA	STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025- 2029.

	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.



5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Pasal 3
Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:
a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

	a. BAB I
	:
	Pendahuluan

	b. BAB II
	:
	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah

	c. BAB III
	:
	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

	d. BAB IV
	:
	Program,	Kegiatan,	Sub	Kegiatan	dan	Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

	e. BAB V
	:
	Penutup


(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 5
(1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

	
Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025 BUPATI TOBA,
Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU




Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,
Cap/ dto
AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31
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[bookmark: _TOC_250009]KATA PENGANTAR

Syukur kepasa Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba.
Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Telah menjadi komitmen Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan
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Siantar Narumonda Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Siantar Narumonda dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.
Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.
Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Siantar Narumonda ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Siantar Narumonda menuju masayarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

                                                     Siantar Narumonda,    September 2025
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[bookmark: _TOC_250008]BAB I PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _TOC_250007]LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025—2029.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.
Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Toba

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toba, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025—2029.
Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Siantar Narumonda yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siantar Narumonda
	yang	akan	disusun
	setiap
	tahun	sebagai	Rencana

	Pembangunan	Satuan
	Kerja
	Perangkat	Daerah,	yang

	selanjutnya ditetapkan
	sebagai
	Rencana Kinerja Tahunan


Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Siantar Narumonda sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Siantar Narumonda juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Toba, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional.


1.2 [bookmark: _TOC_250006]DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar	hukum	penyusunan	Rencana	Strategis	(Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025-2029 adalah :
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

1.3 [bookmark: _TOC_250005]MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis  lokal, regional, nasional dan global

sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025—2029 adalah untuk:
1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025—2029 ke dalam rencana jangka menengah Kecamatan Siantar Narumonda;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.


1.4 [bookmark: _TOC_250004]SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTIEMATIKA PENULISAN
[bookmark: _TOC_250003]BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	SIANTAR NARUMONDA
2.2 Tugas,	Fungsi	dan	Struktur	Kecamatan	Siantar Narumonda
2.3 Sumber Daya Kecamatan Siantar Narumonda
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda
2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan
2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
2.7 Permasalahan	Pelayanan	Kecamatan	Siantar Narumonda
2.8 Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 TUJUAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
3.2 STRATEGI	RENSTRA	KECAMATAN	SIANTAR NARUMONDA
3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 URAIAN SUBKEGIATAN BERSERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4.4 TARGET KINERJA PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
BAB V    PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
2.1 [bookmark: _TOC_250002]Gambaran Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda
2.1.1 Tugas,	Fungsi	dan	Struktur	Kecamatan	Siantar Narumonda
Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :


CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai berikut : Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam	memimpin	dan		mengkoordinasi penyelenggaraan	pemerintahan	di		wilayah	kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalaui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
	d. Mengkoordinasikan
	kegiagatan
	pemberdayaan

	masyarakat;
	
	

	e. Mengkoordinasikan
	upaya
	penyelenggaraan


ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
g. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
k. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;dan
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Siantar Narumonda tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Siantar Narumonda berjumlah 13 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.
`
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Siantar Narumonda tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Siantar Narumonda berjumlah 19 orang, terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.


Tabel 1.1
SDM Kantor Kecamatan Siantar Narumonda Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025
	No.
	Uraian
	Pendidikan
	Jumlah

	
	
	SMA
	D3
	S1
	S2
	

	1.
	Pembina Tk. I (IV/b)
	
	
	
	
	0

	2.
	Pembina (IV/a)
	
	
	
	1
	1

	3.
	Penata Tk. I (III/d)
	
	
	2
	
	2

	3.
	Penata (III/c)
	
	
	2
	
	2

	4.
	Penata	Muda	Tk.	I
(III/b)
	
	
	3
	
	3

	5.
	Penata Muda (III/a)
	
	
	
	
	0

	6.
	Pengatur (II/c)
	
	2
	
	
	2

	JUMLAH
	0
	1
	7
	1
	10




Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Siantar Narumonda Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai
Tahun 2025
	No.
	Uraian Jabatan
	Jumlah

	1.
	Eselon III
	2

	2.
	Eselon IV
	6

	3.
	Staf
	7

	4.
	Non PNS
	4

	
	JUMLAH
	19




Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Siantar Narumonda Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025
	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	1.
	Laki-laki
	13

	2.
	Perempuan
	6

	
	JUMLAH
	19
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Tabel 1.4
SDM Kantor Kecamatan Siantar Narumonda yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
Diklat Pim III dan IV

	No.
	Diklat Pim
	Jumlah

	1.
	Pim III
	0

	2.
	Pim IV
	0

	
	JUMLAH
	0



Kecamatan Siantar Narumonda mempunyai 23 orang Pegawai pada awal Januari 2025. Dengan Rincian sebanyak 8 orang Pejabat Struktural, dan 6 orang staf/pelaksana serta 4 orang tenaga harian kontrak, dan 5 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan Siantar Narumonda
	No
	Uraian
	Jumlah
Lembaga
	Jumlah
Guru
	Jumlah
Siswa

	1
	TK/Paud
	6
	
	

	2
	SD
	8
	67
	1016

	3
	SLTP
	3
	40
	417

	4
	SMA/SMK
	1
	45
	784




Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di Wilayah Kecamatan Siantar Narumonda
	No
	Sarana
Kesehatan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Puskesmas
	1
	

	2
	Poskesdes
	12
	

	3
	Posyandu
	14
	

	4
	Pustu
	2
	




Berikut adalah jumlah ketersediaan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Siantar Narumonda sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Siantar Narumonda :
	No
	JABATAN

	1
	Plt. Camat

	2
	Sekretaris Kecamatan

	3
	Kepala Seksi PMD/K

	4
	Kepala Seksi Pemerintahan

	5
	Kepala seksi perekonomian, Kesejahteraan Rakyat
dan Pelayanana Umum

	6
	Kepala Seksi Trantib

	7
	Kepala	Sub	Bagian	Umum dan Kepegawain

	8
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

	9
	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

	10
	Pengelola Kesejahteraan Sosial

	11
	Penggelola	Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

	12
	Pengelola	Pembinaan	dan	Pengembangan
Perekonomian

	13
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

	14
	Pengadministrasi umum

	15
	Tenaga	Kontrak/Petugas Pramusaji

	16
	Tenaga	Kontrak/	Petugas Kebersihan

	17
	Tenaga Operator Komputer

	18
	Tenaga Supir



Kecamatan Siantar Narumonda telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondisif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:
Tabel 2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2025

	No
	Nama Barang
	Tahun pembelian
	Kondisi barang

	1
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Rusak Berat

	2
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Rusak Berat

	3
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Rusask Berat

	4
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Baik

	5
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Baik

	6
	Filing Cabinet Besi
	2007
	Baik

	7
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik

	8
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik

	9
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik

	10
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik

	11
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik

	12
	Kursi Besi/Metal
	2007
	Baik
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	13
	Kursi Lipat
	2007
	Baik

	14
	Kursi Putar
	2007
	Rusak Berat

	15
	Kursi Putar
	2007
	Rusak Berat

	16
	Kursi Putar
	2007
	Rusak berat

	17
	Lap Top
	2007
	Rusak Berat

	18
	Lemari Kayu
	2007
	Rusak Berat

	19
	Lemari Kayu
	2007
	Rusak Berat

	20
	Lemari Kayu
	2007
	Rusak Berat

	21
	Meja 1/2 Biro
	2007
	Baik

	22
	Meja 1/2 Biro
	2007
	Baik

	23
	Meja Kerja
	2007
	Baik

	24
	Meja Kerja Kayu
	2007
	Baik

	25
	Meja Kerja Kayu
	2007
	Baik

	26
	Meja Kerja Kayu
	2007
	Baik

	27
	Meja Komputer
	2007
	Rusak

	28
	Garu
	2010
	Baik

	29
	Rak Kayu
	2010
	Baik

	30
	White Board
	2010
	Baik

	31
	kendaraan dinas
bermotor perorangan lainnya (dst)
	2014
	Baik
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	32
	Mesin Pemotong Rumput
	2014
	Rusak

	33
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2014
	Rusak Berat

	34
	Bangku Tunggu
	2015
	Baik

	35
	Bangku Tunggu
	2015
	Baik

	36
	Bangku Tunggu
	2015
	Baik

	37
	Kompor Gas (Alat Dapur)
	2015
	Rusak Berat

	38
	Lemari Es
	2015
	Rusak Berat

	39
	Lemari Kayu
	2015
	Rusak Berat

	40
	Meja Pimpong
	2015
	Rusak Berat

	41
	Pompa Air
	2015
	Rusak Berat

	42
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2015
	Rusak Berat

	43
	Tabung Gas
	2015
	Baik

	44
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2016
	Rusak

	45
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2016
	Rusak

	46
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2016
	Rusak

	47
	Camera Electronic
	2017
	Rusak Berat

	48
	Filing Cabinet Besi
	2017
	Rusak

	49
	Filing Cabinet Besi
	2017
	Rusak

	50
	Filing Cabinet Besi
	2017
	Rusak




	51
	Filing Cabinet Besi
	2017
	Rusak

	52
	Kursi Fiber Glas/Plastik
	2017
	Baik

	53
	Lemari Besi/Metal
	2017
	Rusak

	54
	Sofa
	2017
	Baik

	55
	Sound System
	2017
	Baik

	56
	Televisi
	2017
	Baik

	57
	Kursi Fiber Glas/Plastik
	2019
	Baik

	58
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2019
	Baik

	59
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2019
	Baik

	60
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	2019
	Baik

	61
	Laptop Asus
Intel''Core i5 Ram 4 GB
	2020
	Baik




2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda Pelayanan	 yang	diberikan	kepada	masyarakat Kecamatan	Siantar		Narumonda	sesuai		tugas	dan fungsi Kecamatan Siantar Narumonda adalah :
a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
b) Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah

c) Menfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
d) Menfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
f) Menfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
g) Menfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
h) Melaksanakan pemberian informasi
i) Melaksanakan verifkasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin
j) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH)
k) Memelihara bahu jalan
l) Pemeliharaan desa binaan


2.2 PERMASALAHAN	DAN	ISU	STRATEGIS	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:
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A. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantar Narumonda antara lain sebagai berikut:
1. 	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyakarat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;

7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

B. Isu Strategis
Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Siantar Narumonda dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:
1. 	Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e goverment) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. 	Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;

5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;
6. Letak Kecamatan Siantar Narumonda yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holders);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.


2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda
· Capaian Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2021-2024

Kecamatan Siantar Narumonda menunjukkan kinerja peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan dalam hal pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi,  partisipasi  masyarakat,  dan  inovasi

pelayanan	terus	didorong			untuk		mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio	 capaiannya.	 Secara	umum,	sebagian	besar indikator menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio	capaian	dalam	tabel.		Hal	ini	 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Siantar Narumonda berhasil direalisasikan dengan efektif.
Penurunan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dari nilai 93,08% manjadi 87,05% disebabkan adanya penurunan yang signifikan dari capaian Persentase kegiatan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas publik sebesar 50% dikarenakan salah satu indikator kinerja untuk kegiatan pemelihara sarana dan prasarana fasilitas publik yaitu pemeliharaan lampu jalan yang mana pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toba.
Capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2024 mencapai 100% meskipun salah satu indikator sasarannya sebesar 50% (tabel 2.1), karena indikator kinerja utama di tahun 2024 mengalami perubahan. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba tahun 2024 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahuin 2021 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025- 2029
Formula perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini yaitu :
{([Jumlah sengketa yang difasilitasi]/[Jumlah sengketa yang dilaporkan masyarakat]) + ([Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan musrenbang]/[Jumlah desa dan kelurahan di kecamatan]) + ([Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa]/[Jumlah desa dan kelurahan di     kecamatan])}     /     3     x     100

TABEL 2.1.3.1
Kinerja Pelayanan dalam kurun 5 (lima) Tahun terakhir Kecamatan Siantar Narumonda

	Tujuan
	
Sasaran
	Program Dan Kegiatan
	Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
	Target
	Realisasi

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	



Mening katnya kinerja ASN
yang profesi onal dalam pelayan an publik di Kecama tan
	
	Persentase peningkatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	tata kelola
Pemerintahan
	
	100
	100
	100
	100
	
	87,50
	93,08
	87,05
	100

	
	
	
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Terwuj udnya
kualitas
	
	
	pemeliharaan prasarana dan fasilitas
public
	
	100
	100
	100
	100
	
	50
	92,33
	50
	50

	
	
	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA H DAN PELAYANAN
PUBLIK
	Cakupan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	akunta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bilitas
pelayan
	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	an
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pemeri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ntahan di Kecama tan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase layanan administrasi yang tertangani
	
	
100
	
100
	
100
	
100
	
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	PROGRAM
	Cakupan Kinerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PENUNJANG
	Penunjang Urusan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	URUSAN
PEMERINTA
	Pemerintahan Daerah
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	HAN
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	DAERAH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KABUPATEN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	/KOTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase jumlah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kegiatan pemberdayaan
masyarakat
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Desa/Kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PROGRAM
	Cakupan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PEMBERDAY
	Penyelenggaraan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AAN
MASYARAKA
	Pemberdayaan
Masyarakat desa dan
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	T DESA DAN
KELURAHAN
	Kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase Desa dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kelurahan yang
melaksanakan tertib
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PROGRAM
	Persen desa tertib
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PEMBINAAN
	Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DAN
	Pemerintahan desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PENGAWASA
N
	
	
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	PEMERINTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HAN DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase layanan administrasi
	
	
100
	
100
	
100
	
100
	
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	
	Pemerintahan Umum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	PROGRAM PEMYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA
HAN UMUM
	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum
	
	

100
	

100
	

100
	

100
	
	

100
	

100
	

100
	

100

	
	
	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan
	
	


100
	


100
	


100
	


100
	
	


100
	


100
	


100
	


100

	
	
	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi
	
	
100
	
100
	
100
	
100
	
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	
	Nilai Evaluasi SAKIP
	
	NA
	NA
	NA
	59,72
	
	NA
	NA
	NA
	59,72
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TABEL 2.1.3.2
TARGET DAN REALISASI PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2020 – 2024 KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

No..


Program Dan Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)


2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024

1
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN
PELAYANAN PUBLIK


48.925.554

81.184.857

94.523.279

123.058.503


9.380.200

47.465.000,00

75.883.587

91.679.900


19,17

58,46

80,28

74,50

2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA


2.076.023.997

2.176.765.682

2.054.957.937

2.323.370.207


1.898.096.026

1.983.057.605

1.697.456.548

1.735.568.968


91,43

91,10

82,60

74,70

3
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN


23.687.630

34.329.870

31.149.841

29.607.265


18.967.500

33.802.310

31.071.721

24.973.220


80,07

98,46

99,74

84,34

4
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA


31.575.000

23.400.000

26.925.000

13.000.000


31.575.000

23.400.000,00

26.925.000

12.600.000

100
-

100

100

96,92

5
PROGRAM PEMYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


39.088.560

19.200.000

19.200.000

19.200.000


19.200.000

19.200.000

19.200.000

19.200.000


86,41

100

100

100





· Kelompok Sasaran di Kecamatan Siantar Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda berada pada 2º24’- 2º36’	LU	dan		99º03’-99º16’		Bujur	Timur,	800’- 1400’meter diatas permukaan laut dengan luas 22,19 km2 dengan ̊batas wilayah di sebagai berikut : Sebelah utara,		Kecamatan		Porsea,	di		sebelah	Selatan berbatasan dengan Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar,		di	sebelah	Timur			berbatasan	 dengan Kecamatan Silaen dan di sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba. Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda			adalah	Narumonda,		Jarak	Kecamatan Siantar Narumonda dari Ibu Kota Kabupaten sekitar
19 km, tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu 17ºC’-29ºC dan rata-rata kelembapan 85,4 % yang terdiri dari 14 Desa dan 16 dusun dengan jumlah 7.468 Jiwa dengan mata pencaharian penduduk sebahagian besar bertani sebanyak 5.875 jiwa, Aparatur Sipil Negara 262 Jiwa, pelajar/Mahasiswa 846 Jiwa, Karyawan/buruh 127 jiwa, supir 68 jiwa dan Pedagang/home industri 189 jiwa, TNI 11, Polri 24 jiwa
Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:
1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
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2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, dan pemasaran produk.
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.p
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.
2.2 PERMASALAHAN	DAN	ISU	STRATEGIS	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantar Narumonda antara lain sebagai berikut:



1. 	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan publik yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyakarat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;
7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;



B. Isu Strategis
Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Siantar Narumonda dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e goverment) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;



6. [bookmark: _GoBack]Letak Kecamatan Siantar Narumonda yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holders);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda
Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029.Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/saran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan



TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN TOBA

	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas
	Meningkatnya akuntabiltas kinerja pemerintah daerah



Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah” Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda adalah ”Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.
Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH
2. Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah




3.2 [bookmark: _TOC_250001]STRATEGI RENSTRA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program kerja.
Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Secara eksplisit perlu penegasan bahwa program tahun 2030 adalah upaya menjaga kesinambungan rencana Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Tahapan renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025-2029 sesuai dengan penahapan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah :



TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA 2025-2029 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG
RELEVAN
	

TUJUAN
	

SASARAN
	

INDIKATOR
	

BASELINE 2024
	TARGET TAHUN
	

KETERANGAN

	
	
	
	
	
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)
	(12)

	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Siantar Narumonda

	-
	Meningkatnya
	
	Indeks
	-
	-
	76,60
	78,84
	81,13
	83,49
	88,40
	

	Meningkatnya
	kualitas
	
	Kepuasan
	
	
	
	
	
	
	
	

	akuntabiltas
	pelayanan
	
	Masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	

	kinerja
	publik
	
	(Nilai)
	
	
	
	
	
	
	
	

	pemerintah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatnya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kepatuhan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	terhadap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	peraturan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya
	Kesesuaian
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	kualitas
	layanan dengan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pelaksanaan
kewenangan
	SOP (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilimpahkan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya
	Tingkat
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	pembinaan
	Pembinaan Desa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pemerintah
desa
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya
	Tingkat
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	pemberdayaan
	Pemberdayaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	masyarakat
	Lembaga
Kemasyarakatan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya
	Nilai Evaluasi
	58,50
	79,75
	81,80
	83,80
	85,80
	87,80
	89,80
	

	
	
	pelaksanaan
	Internal AKIP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tugas pokok
	(Angka)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan fungsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perangkat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Tabel 3.3 Tahapan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025-2029

	
	TAHAP I
	TAHAP I
	TAHAP III
	TAHAP IV
	TAHAP V

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	


RPJMD
	

Peningkatan tata kelola pemerintahan
	

Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
	
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
	
Pemantapan kualitas pelayanan publik;
	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan
Berkelanjutan

	



Renstra Kecamatan
	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk
mendukung Toba Mantap
	
Peningkatan penyelelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
	
Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
	
Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat yang mendukung Toba Mantap



· Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra adalah:
a. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
b. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
c. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
d. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah, akan tetapi di Renstra Kecamatan Siantar Narumonda tidak ada desa yang menjadi perhatian untuk lokasi fokus.



3.3 ARAH	KEBIJAKAN	RENSTRA	KECAMATAN	SIANTAR NARUMONDA
Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan:
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH kepada Kecamatan.
Kecamatan Siantar Narumonda diharapkan mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Toba secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan indikator yang bisa digunakan Adalah:
· Persentase	kewenangan	yang	dilaksanakan	sesuai standar pelayanan.
· Tingkat	kepuasan	masyarakat	terhadap	layanan kewenangan yang dilimpahkan.
· Jumlah layanan yang diproses tepat waktu.
· Jumlah inovasi pelayanan yang lahir dari pelaksanaan kewenangan
b. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintahan desa



Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa dan menyasar kepada terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adapun arah kebijakan adalah sebagi berikut:
· Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.
· Mendorong	optimalisasi	peran	BPD	dalam	fungsi pengawasan.
· Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes).
· Penguatan koordinasi kecamatan–desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.
c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan menyasaran kepada terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Adapun arah kebijakannya sebagai berikut:
· Fasilitasi	peningkatan	kapasitas	lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dll.).
· Pemberdayaan	ekonomi	masyarakat	desa	berbasis potensi lokal.
· Penguatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
· Mendorong	inovasi	desa	melalui	partisipasi masyarakat.



d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
· Penguatan	sistem	akuntabilitas	kinerja	instansi pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan.
· Peningkatan	kapasitas	aparatur	kecamatan	dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan.
· Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan.
· Pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025-2029

	VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”

	MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.

	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	ARAH KEBIJAKAN
	STRATEGI

	1
	Meningkatnya
	
	
	

	
	kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
Kewenangan yang
	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan
kewenangan yang
	

1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan

	
	
	Dilimpahkan KDH
	dilimpahkan
	

	
	
	
	
	
1. Meningkatkan koordinasi dengan

	
	
	
	
	perangkat daerah dan

	
	
	
	
	desa/kelurahan

	
	
	Meningkatnya
	Peningkatan pembinaan dan
	

	
	
	pembinaan pemerintah desa
	pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa
	2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

	
	
	
	
	3. Meningkatkan pengawasan

	
	
	
	
	kegiatan yang dilakukan desa




	
	
	





Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
	




Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pmerintahan umum
	

	
	
	
	
	


1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyrakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum

	
	
	
	
	
2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat

	
	
	




Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	





Peningkatan kinerja dengan berorientasi pada pelayanan
	

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

	
	
	
	
	2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan

	
	
	
	
	3. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat





BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Siantar Narumonda dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Kecamatan Siantar Narumonda dapat dilihat dalam tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Siantar Narumonda merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama periode Renstra diukur dengan indikator-indikator dalam Tabel 4.1 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda ditampilkan dalam tabel 4.2
Tabel 4.1
Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda 2025-2029
Pemerintah Kabupaten Toba

	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG
RELEVAN
	

TUJUAN
	

SASAR AN
	

OUTCOME
	

OUTPUT
	

INDIKATOR
	
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
	

KETERAN GAN

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Siantar Narumonda

	-
	Meningkatn
	
	
	
	Indeks Kepuasan
	
	

	Meningkatn
	ya kualitas
	
	
	
	Masyarakat (Nilai)
	
	

	ya
	pelayanan
	
	
	
	
	
	

	akuntabilta
	Publik
	
	
	
	
	
	

	s kinerja
	
	
	
	
	
	
	

	pemerintah
	
	
	
	
	
	
	

	daerah
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatn
	
	
	
	
	
	
	

	ya
	
	
	
	
	
	
	

	kepatuhan
	
	
	
	
	
	
	

	masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	terhadap
	
	
	
	
	
	
	

	peraturan
	
	
	
	
	
	
	

	daerah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningk
	
	
	Kesesuaian
	
	

	
	
	atnya
	
	
	layanan dengan
	
	

	
	
	kualitas
	
	
	SOP (%)
	
	

	
	
	pelaksa
	
	
	
	
	

	
	
	naan
	
	
	
	
	

	
	
	kewenan
	
	
	
	
	

	
	
	gan
	
	
	
	
	

	
	
	yang
	
	
	
	
	

	
	
	dilimpah
	
	
	
	
	

	
	
	kan
	
	
	
	
	

	
	
	KDH
	
	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya
	
	Kesesuaian
	7.01.02 - PROGRAM
	

	
	
	
	pelaksanaan
	
	layanan dengan
	PENYELENGGARAA
	

	
	
	
	kewenangan
	
	SOP (%)
	N PEMERINTAHAN
	

	
	
	
	yang
	
	
	DAN PELAYANAN
	

	
	
	
	dilimpahkan
	
	
	PUBLIK
	

	
	
	
	KDH
	
	
	
	

	
	
	
	
	Meningkatnya
	Jumlah Laporan
	7.01.02.2.01 -
	

	
	
	
	
	kualitas
	Koordinasi/Sinergi
	Koordinasi
	

	
	
	
	
	penyelenggaraan
	Perencanaan dan
	Penyelenggaraan
	

	
	
	
	
	pemerintahan di
tingkat
	Pelaksanaan
Kegiatan
	Kegiatan
	

	
	
	
	
	kecamatan
	Pemerintahan
	Pemerintahan di
	

	
	
	
	
	
	dengan Perangkat
	Tingkat Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	Daerah dan
	
	

	
	
	
	
	
	Instansi Vertikal
	
	

	
	
	
	
	
	Terkait (Laporan)
	
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan
	7.01.02.2.01.0001 -
	

	
	
	
	
	
	Koordinasi/Sinergi
	Koordinasi/Sinergi
	

	
	
	
	
	
	Perencanaan dan
	Perencanaan dan
	

	
	
	
	
	
	Pelaksanaan
	Pelaksanaan
	

	
	
	
	
	
	Kegiatan
	Kegiatan
	

	
	
	
	
	
	Pemerintahan
	Pemerintahan
	



	
	
	
	
	
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait (Laporan)
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	

	
	
	
	
	Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
(Dokumen)
	7.01.02.2.04 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
(Laporan)
	7.01.02.2.04 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)
	7.01.02.2.04.0001 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan
Non Usaha
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
(Laporan)
	7.01.02.2.04.0002 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	

	
	
	
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban
di wilayah kecamatan
	
	Tingkat Penanganan Gangguan
Trantibum Kecamatan (%)
	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	

	
	
	
	
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan (Laporan)
	7.01.04.2.01 -
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
(Laporan)
	7.01.04.2.01.0001 -
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
	
	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	

	
	
	
	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)
	7.01.05.2.01 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas
	7.01.05.2.01 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
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	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)
	
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Orang)
	7.01.05.2.01 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Orang)
	7.01.05.2.01.0001 -
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional (Orang)
	7.01.05.2.01.0004 -
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Dokumen)
	7.01.05.2.01.0008 -
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	

	
	
	Meningk atnya pembina an
pemerint ah desa
	
	
	Tingkat Pembinaan Desa (%)
	
	



	
	
	
	Meningkatnya pembinaan desa
	
	Tingkat Pembinaan Desa (%)
	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
	

	
	
	
	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)
	7.01.06.2.01 -
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
(Laporan)
	7.01.06.2.01.0017 -
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	

	
	
	Meningk atnya pemberd ayaan masyara kat
	
	
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
	
	

	
	
	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
	
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%)
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	

	
	
	
	
	Meningkatnya pemberdayaan desa
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
(Laporan)
	7.01.03.2.01 -
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga
Kemasyarakatan)
	7.01.03.2.01 -
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga
Kemasyarakatan)
	7.01.03.2.01.0001 -
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
(Laporan)
	7.01.03.2.01.0003 -
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga
Kemasyarakatan)
	7.01.03.2.03 -
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang
	7.01.03.2.03.0001 -
Penyelenggaraan
Lembaga
	



	
	
	
	
	
	Diselenggarakan (Lembaga
Kemasyarakatan)
	Kemasyarakatan
	

	
	
	Meningk atnya pelaksa naan tugas pokok dan fungsi Perangk
at Daerah
	
	
	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)
	
	

	
	
	
	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	
	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
	

	
	
	
	
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
	7.01.01.2.01 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
	7.01.01.2.01 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
	7.01.01.2.01 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
	7.01.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
	7.01.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)
	7.01.01.2.01.0007 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/bulan)
	7.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/bulan)
	7.01.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	

	
	
	
	
	Meningkatnya administrasi umum
Perangkat
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-
	7.01.01.2.06 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	



	
	
	
	
	Daerah
	Undangan yang Disediakan
(Dokumen)
	
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)
	7.01.01.2.06 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
(Paket)
	7.01.01.2.06 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)
	7.01.01.2.06 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan (Paket)
	7.01.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
(Paket)
	7.01.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
	7.01.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)
	7.01.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
	

	
	
	
	
	Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
	7.01.01.2.07 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan (Unit)
	7.01.01.2.07 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
(Unit)
	7.01.01.2.07 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)
	7.01.01.2.07 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
(Unit)
	7.01.01.2.07.0001 -
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Paket
Mebel yang Disediakan (Unit)
	7.01.01.2.07.0005 -
Pengadaan Mebel
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Peralatan dan
	7.01.01.2.07.0006 -
Pengadaan Peralatan
	



	
	
	
	
	
	Mesin Lainnya yang Disediakan
(Unit)
	dan Mesin Lainnya
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)
	7.01.01.2.07.0010 -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	

	
	
	
	
	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
(Laporan)
	7.01.01.2.08 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
(Laporan)
	7.01.01.2.08 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)
	7.01.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
(Laporan)
	7.01.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	

	
	
	
	
	Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)
	7.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajaknya (Unit)
	7.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
	7.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
	7.01.01.2.09.0001 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
(Unit)
	7.01.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha
bilitasi (Unit)
	7.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	




Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantar Narumonda Pemerintah Kabupaten Toba
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
OUTPUT
	INDIKA TOR OUTCO
ME / OUTPUT
	
BASELI NE TAHUN 2024
	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
	

PERANGKAT DAERAH
	

KETERANGAN

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	
	
	TARG ET
	PAGU
	TARG ET
	PAGU
	TARG ET
	PAGU
	TARG ET
	PAGU
	TARG ET
	PAGU
	
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	7.01 - KECAMATAN
	
	
	
	2.222.529.0
00,00
	
	2.444.458.0
00,00
	
	2.434.840.0
00,00
	
	2.503.685.0
00,00
	
	2.627.202.0
00,00
	
	

	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
	
	
	
	2.085.029.0
00,00
	
	2.254.458.0
00,00
	
	2.202.340.0
00,00
	
	2.250.685.0
00,00
	
	2.330.702.0
00,00
	
	

	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Internal AKIP
(Angka)
	
58,5
	
81,80
	
2.085.029.0
00,00
	
83,80
	
2.254.458.0
00,00
	
85,80
	
2.202.340.0
00,00
	
87,80
	
2.250.685.0
00,00
	
89,80
	
2.330.702.0
00,00
	7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan
Siantar Narumonda
	

	7.01.01.2.01 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
	
	
	
	
2.000.000,0
0
	
	
3.000.000,0
0
	
	
5.000.000,0
0
	
	
6.000.000,0
0
	
	
7.000.000,0
0
	
	

	
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah (Dokumen
)
	


0
	


4
	

2.000.000,0
0
	


4
	

3.000.000,0
0
	


4
	

5.000.000,0
0
	


4
	

6.000.000,0
0
	


5
	

7.000.000,0
0
	
	

	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
	



0
	



22
	
	



22
	
	



23
	
	



22
	
	



22
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	Koordinas i
Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)
	

0
	

4
	
	

4
	
	

4
	
	

4
	
	

4
	
	
	

	7.01.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
	
	
	
	
500.000,00
	
	1.000.000,0
0
	
	2.000.000,0
0
	
	2.500.000,0
0
	
	3.000.000,0
0
	
	

	

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah
Dokumen Perencana an Perangkat Daerah (Dokumen
)
	


0
	


4
	


500.000,00
	


4
	

1.000.000,0
0
	


4
	

2.000.000,0
0
	


4
	

2.500.000,0
0
	


5
	

3.000.000,0
0
	
	

	7.01.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
	
	
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.000.000,0
0
	
	

	



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Laporan
Capaian
	






0
	






22
	






1.000.000,0
0
	






22
	






1.000.000,0
0
	






23
	






1.000.000,0
0
	






22
	






1.000.000,0
0
	






22
	






1.000.000,0
0
	
	



	
	Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.01.2.01.0007 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	
	
	
500.000,00
	
	1.000.000,0
0
	
	2.000.000,0
0
	
	2.500.000,0
0
	
	3.000.000,0
0
	
	

	

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (Laporan)
	

0
	

4
	

500.000,00
	

4
	

1.000.000,0
0
	

4
	

2.000.000,0
0
	

4
	

2.500.000,0
0
	

4
	

3.000.000,0
0
	
	

	7.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	1.883.762.0
00,00
	
	1.906.205.0
00,00
	
	1.929.097.0
00,00
	
	1.952.447.0
00,00
	
	1.976.264.0
00,00
	
	

	

Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Orang
yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN
(Orang/b ulan)
	


0
	


25
	


1.883.762.0
00,00
	


25
	


1.906.205.0
00,00
	


25
	


1.929.097.0
00,00
	


25
	


1.952.447.0
00,00
	


25
	


1.976.264.0
00,00
	
	

	7.01.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	
	
	
	1.883.762.0
00,00
	
	1.906.205.0
00,00
	
	1.929.097.0
00,00
	
	1.952.447.0
00,00
	
	1.976.264.0
00,00
	
	

	


Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah
Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN
(Orang/b
ulan)
	


0
	


25
	


1.883.762.0
00,00
	


25
	


1.906.205.0
00,00
	


25
	


1.929.097.0
00,00
	


25
	


1.952.447.0
00,00
	


25
	


1.976.264.0
00,00
	
	

	7.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
	
	
	
	71.500.000,
00
	
	118.000.000
,00
	
	121.500.000
,00
	
	129.000.000
,00
	
	145.000.000
,00
	
	

	

Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah
	Jumlah
Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan
Konsultas i SKPD
	


0
	


3
	


71.500.000,
00
	


3
	


118.000.000
,00
	


3
	


121.500.000
,00
	


3
	


129.000.000
,00
	


3
	


145.000.000
,00
	
	



	
	(Laporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n (Dokumen
)
	





0
	





1
	
	





1
	
	





1
	
	





1
	
	





1
	
	
	

	
	Jumlah
Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka
n (Paket)
	



0
	



12
	
	



12
	
	



12
	
	



12
	
	



12
	
	
	

	
	Jumlah
Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka
n (Paket)
	


0
	


2
	
	


2
	
	


2
	
	


2
	
	


2
	
	
	

	7.01.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	
	
	
6.500.000,0
0
	
	
11.000.000,
00
	
	
12.000.000,
00
	
	
15.000.000,
00
	
	
15.000.000,
00
	
	

	


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah
Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka
n (Paket)
	



0
	



12
	


6.500.000,0
0
	



12
	


11.000.000,
00
	



12
	


12.000.000,
00
	



12
	


15.000.000,
00
	



12
	


15.000.000,
00
	
	

	7.01.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	
	
	
	3.000.000,0
0
	
	5.000.000,0
0
	
	6.500.000,0
0
	
	7.000.000,0
0
	
	9.000.000,0
0
	
	



	


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket
Barang Cetakan dan Penggand aan yang
Disediaka n (Paket)
	


0
	


2
	


3.000.000,0
0
	


2
	


5.000.000,0
0
	


2
	


6.500.000,0
0
	


2
	


7.000.000,0
0
	


2
	


9.000.000,0
0
	
	

	7.01.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	
	
	
	
7.000.000,0
0
	
	
7.000.000,0
0
	
	
7.000.000,0
0
	
	
7.000.000,0
0
	
	
7.000.000,0
0
	
	

	




Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n (Dokumen
)
	





0
	





1
	




7.000.000,0
0
	





1
	




7.000.000,0
0
	





1
	




7.000.000,0
0
	





1
	




7.000.000,0
0
	





1
	




7.000.000,0
0
	
	

	7.01.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	
	
	
	55.000.000,
00
	
	95.000.000,
00
	
	96.000.000,
00
	
	100.000.000
,00
	
	114.000.000
,00
	
	

	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah
Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD
(Laporan)
	



0
	



3
	


55.000.000,
00
	



3
	


95.000.000,
00
	



3
	


96.000.000,
00
	



3
	


100.000.000
,00
	



3
	


114.000.000
,00
	
	

	7.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	14.000.000,
00
	
	99.000.000,
00
	
	16.000.000,
00
	
	19.000.000,
00
	
	51.700.000,
00
	
	

	


Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah
Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
	
	



1
	


14.000.000,
00
	



5
	


99.000.000,
00
	



5
	


16.000.000,
00
	



5
	


19.000.000,
00
	



5
	


51.700.000,
00
	
	



	
	yang Disediaka
n (Unit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Paket
Mebel yang
Disediaka n (Unit)
	
	

1
	
	

3
	
	

3
	
	

3
	
	

3
	
	
	

	
	Jumlah
Unit Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Disediaka
n (Unit)
	
	




1
	
	




1
	
	




1
	
	




2
	
	




2
	
	
	

	
	Jumlah
Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka
n (Unit)
	
	


1
	
	


3
	
	


3
	
	


3
	
	


3
	
	
	

	7.01.01.2.07.0001 -
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
	
	
	
	
0,00
	
	25.000.000,
00
	
	
0,00
	
	
0,00
	
	36.700.000,
00
	
	

	



Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah
Unit Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Disediaka
n (Unit)
	
	




1
	




0,00
	




1
	




25.000.000,
00
	




1
	




0,00
	




2
	




0,00
	




2
	




36.700.000,
00
	
	

	7.01.01.2.07.0005 -
Pengadaan Mebel
	
	
	
	14.000.000,
00
	
	24.000.000,
00
	
	
0,00
	
	19.000.000,
00
	
	
0,00
	
	

	
Tersedianya Mebel
	Jumlah
Paket
Mebel yang
	
	
1
	14.000.000,
00
	
3
	24.000.000,
00
	
3
	
0,00
	
3
	19.000.000,
00
	
3
	
0,00
	
	



	
	Disediaka n (Unit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.01.2.07.0006 -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	
	
0,00
	
	25.000.000,
00
	
	16.000.000,
00
	
	
0,00
	
	15.000.000,
00
	
	

	

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah
Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka
n (Unit)
	
	


1
	


0,00
	


3
	

25.000.000,
00
	


3
	

16.000.000,
00
	


3
	


0,00
	


3
	

15.000.000,
00
	
	

	7.01.01.2.07.0010 -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	
	
	
	
0,00
	
	
25.000.000,
00
	
	
0,00
	
	
0,00
	
	
0,00
	
	

	



Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah
Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka
n (Unit)
	
	




1
	




0,00
	




5
	




25.000.000,
00
	




5
	




0,00
	




5
	




0,00
	




5
	




0,00
	
	

	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
	
	
	53.500.000,
00
	
	53.513.000,
00
	
	53.526.000,
00
	
	53.539.000,
00
	
	53.552.000,
00
	
	

	




Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah
Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n
(Laporan)
	
	





2
	




53.500.000,
00
	





2
	




53.513.000,
00
	





2
	




53.526.000,
00
	





2
	




53.539.000,
00
	





2
	




53.552.000,
00
	
	

	
	Jumlah
Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum
Kantor
	
	

2
	
	

2
	
	

2
	
	

2
	
	

2
	
	
	



	
	yang Disediaka
n (Laporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	
	
	
	
6.500.000,0
0
	
	
6.513.000,0
0
	
	
6.526.000,0
0
	
	
6.539.000,0
0
	
	
6.552.000,0
0
	
	

	




Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah
Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n
(Laporan)
	
	





2
	




6.500.000,0
0
	





2
	




6.513.000,0
0
	





2
	




6.526.000,0
0
	





2
	




6.539.000,0
0
	





2
	




6.552.000,0
0
	
	

	7.01.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	
	
	
	47.000.000,
00
	
	47.000.000,
00
	
	47.000.000,
00
	
	47.000.000,
00
	
	47.000.000,
00
	
	

	



Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka
n (Laporan)
	
	



2
	



47.000.000,
00
	



2
	



47.000.000,
00
	



2
	



47.000.000,
00
	



2
	



47.000.000,
00
	



2
	



47.000.000,
00
	
	

	7.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
	
	
	
60.267.000,
00
	
	
74.740.000,
00
	
	
77.217.000,
00
	
	
90.699.000,
00
	
	
97.186.000,
00
	
	

	



Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Kendaraa
n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarka
	
	




4
	




60.267.000,
00
	




4
	




74.740.000,
00
	




4
	




77.217.000,
00
	




4
	




90.699.000,
00
	




4
	




97.186.000,
00
	
	



	
	n Pajaknya
(Unit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)
	
	

5
	
	

5
	
	

5
	
	

5
	
	

5
	
	
	

	
	Jumlah
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara
/Direhabi litasi
(Unit)
	
	



2
	
	



3
	
	



3
	
	



3
	
	



3
	
	
	

	7.01.01.2.09.0001 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
	
	
	
	
	
	

47.740.000,
00
	
	

48.217.000,
00
	
	

48.699.000,
00
	
	
	
	

	



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah
Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n
Pajaknya (Unit)
	
	






4
	





47.267.000,
00
	






4
	





47.740.000,
00
	






4
	





48.217.000,
00
	






4
	





48.699.000,
00
	






4
	





49.186.000,
00
	
	

	7.01.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	
	3.000.000,0
0
	
	7.000.000,0
0
	
	9.000.000,0
0
	
	12.000.000,
00
	
	15.000.000,
00
	
	

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang
	
	
5
	
3.000.000,0
0
	
5
	
7.000.000,0
0
	
5
	
9.000.000,0
0
	
5
	
12.000.000,
00
	
5
	
15.000.000,
00
	
	



	
	Dipelihara (Unit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	
	
	
	
10.000.000,
00
	
	
20.000.000,
00
	
	
20.000.000,
00
	
	
30.000.000,
00
	
	
33.000.000,
00
	
	

	


Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara
/Direhabi litasi
(Unit)
	
	



2
	



10.000.000,
00
	



3
	



20.000.000,
00
	



3
	



20.000.000,
00
	



3
	



30.000.000,
00
	



3
	



33.000.000,
00
	
	

	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	
	
	
	
26.000.000,
00
	
	
37.000.000,
00
	
	
48.000.000,
00
	
	
60.000.000,
00
	
	
70.000.000,
00
	
	

	
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH
	Kesesuaia n layanan dengan SOP (%)
	

0
	

100
	
26.000.000,
00
	

100
	
37.000.000,
00
	

100
	
48.000.000,
00
	

100
	
60.000.000,
00
	

100
	
70.000.000,
00
	7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan Siantar
Narumonda
	

	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	
	
	
	

25.000.000,
00
	
	

35.000.000,
00
	
	

45.000.000,
00
	
	

55.000.000,
00
	
	

65.000.000,
00
	
	

	






Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
	Jumlah Laporan Koordinas i/Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
(Laporan)
	
	







1
	







25.000.000,
00
	







1
	







35.000.000,
00
	







1
	







45.000.000,
00
	







1
	







55.000.000,
00
	







1
	







65.000.000,
00
	
	



	7.01.02.2.01.0001 -
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	
	
	
	


25.000.000,
00
	
	


35.000.000,
00
	
	


45.000.000,
00
	
	


55.000.000,
00
	
	


65.000.000,
00
	
	

	




Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Jumlah
Laporan Koordinas i/Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
(Laporan)
	
	







1
	







25.000.000,
00
	







1
	







35.000.000,
00
	







1
	







45.000.000,
00
	







1
	







55.000.000,
00
	







1
	







65.000.000,
00
	
	

	7.01.02.2.04 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	
	
	
	
1.000.000,0
0
	
	
2.000.000,0
0
	
	
3.000.000,0
0
	
	
5.000.000,0
0
	
	
5.000.000,0
0
	
	

	


Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana kan (Dokumen
)
	
	



4
	


1.000.000,0
0
	



4
	


2.000.000,0
0
	



4
	


3.000.000,0
0
	



4
	


5.000.000,0
0
	



4
	


5.000.000,0
0
	
	

	
	Jumlah
Laporan Pelaksana an Nonperizi nan pada Urusan Pemerinta han
(Laporan)
	
	



4
	
	



4
	
	



4
	
	



4
	
	



4
	
	
	



	7.01.02.2.04.0001 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	
	
	
	

500.000,00
	
	

1.000.000,0
0
	
	

1.500.000,0
0
	
	

2.500.000,0
0
	
	

3.000.000,0
0
	
	

	

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana kan (Dokumen
)
	
	



4
	



500.000,00
	



4
	


1.000.000,0
0
	



4
	


1.500.000,0
0
	



4
	


2.500.000,0
0
	



4
	


3.000.000,0
0
	
	

	7.01.02.2.04.0002 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	
	
	
	
500.000,00
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.500.000,0
0
	
	
2.500.000,0
0
	
	
2.000.000,0
0
	
	

	


Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
	Jumlah Laporan Pelaksana an Nonperizi nan pada Urusan Pemerinta han
(Laporan)
	
	



4
	



500.000,00
	



4
	


1.000.000,0
0
	



4
	


1.500.000,0
0
	



4
	


2.500.000,0
0
	



4
	


2.000.000,0
0
	
	

	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
	
	
	
	
23.000.000,
00
	
	
23.000.000,
00
	
	
33.000.000,
00
	
	
39.000.000,
00
	
	
60.000.000,
00
	
	

	

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
	Tingkat Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan
(%)
	

0
	

100
	

23.000.000,
00
	

100
	

23.000.000,
00
	

100
	

33.000.000,
00
	

100
	

39.000.000,
00
	

100
	

60.000.000,
00
	7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan Siantar Narumonda
	

	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	
	
	
	19.000.000,
00
	
	19.000.000,
00
	
	29.000.000,
00
	
	35.000.000,
00
	
	56.000.000,
00
	
	

	


Meningkatnya pemberdayaan desa
	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum
Musyawar
	
	



1
	


19.000.000,
00
	



1
	


19.000.000,
00
	



1
	


29.000.000,
00
	



1
	


35.000.000,
00
	



1
	


56.000.000,
00
	
	



	
	ah Perencana an Pembang unan di Desa (Lembaga Kemasyar akatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Laporan Peningkat an Efektivita s Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata
n (Laporan)
	
	





14
	
	





14
	
	





14
	
	





14
	
	





14
	
	
	

	7.01.03.2.01.0001 -
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	
	
	
	
5.000.000,0
0
	
	
5.000.000,0
0
	
	
8.000.000,0
0
	
	
10.000.000,
00
	
	
21.000.000,
00
	
	

	






Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembang unan di Desa (Lembaga
Kemasyar akatan)
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5.000.000,0
0
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	7.01.03.2.01.0003 -
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	
	
	
	
14.000.000,
00
	
	
14.000.000,
00
	
	
21.000.000,
00
	
	
25.000.000,
00
	
	
35.000.000,
00
	
	



	




Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Peningkat an Efektivita s Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n
(Laporan)
	
	





14
	





14.000.000,
00
	





14
	





14.000.000,
00
	





14
	





21.000.000,
00
	





14
	





25.000.000,
00
	





14
	





35.000.000,
00
	
	

	
7.01.03.2.03 -
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	
	
	
	

4.000.000,0
0
	
	

4.000.000,0
0
	
	

4.000.000,0
0
	
	

4.000.000,0
0
	
	

4.000.000,0
0
	
	

	

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Diselengg arakan (Lembaga Kemasyar
akatan)
	



0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	
	

	
7.01.03.2.03.0001 -
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	
	
	
	
4.000.000,0
0
	
	
4.000.000,0
0
	
	
4.000.000,0
0
	
	
4.000.000,0
0
	
	
4.000.000,0
0
	
	

	


Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Diselengg arakan (Lembaga Kemasyar
akatan)
	



0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	



3
	


4.000.000,0
0
	
	

	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	
	
	
	
500.000,00
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.500.000,0
0
	
	
2.000.000,0
0
	
	
3.500.000,0
0
	
	



	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
	Tingkat Penangan an Gangguan Trantibu m Kecamata
n (%)
	


0
	


100
	


500.000,00
	


100
	

1.000.000,0
0
	


100
	

1.500.000,0
0
	


100
	

2.000.000,0
0
	


100
	

3.500.000,0
0
	
7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan Siantar Narumonda
	

	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	
	
	
	

500.000,00
	
	
1.000.000,0
0
	
	
1.500.000,0
0
	
	
2.000.000,0
0
	
	
3.500.000,0
0
	
	

	







Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata
n (Laporan)
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500.000,00
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1.000.000,0
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1.500.000,0
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2.000.000,0
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1
	







3.500.000,0
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	7.01.04.2.01.0001 -
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	
	
	
	


500.000,00
	
	


1.000.000,0
0
	
	


1.500.000,0
0
	
	


2.000.000,0
0
	
	


3.500.000,0
0
	
	

	


Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di
	
	





1
	





500.000,00
	





1
	





1.000.000,0
0
	





1
	





1.500.000,0
0
	





1
	





2.000.000,0
0
	





1
	





3.500.000,0
0
	
	



	
	Wilayah Kecamata n (Laporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	
	
	
	
74.000.000,
00
	
	
114.000.000
,00
	
	
134.000.000
,00
	
	
134.000.000
,00
	
	
143.000.000
,00
	
	

	
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
	Tingkat Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han
Umum (%)
	


0
	


100
	

74.000.000,
00
	


100
	

114.000.000
,00
	


100
	

134.000.000
,00
	


100
	

134.000.000
,00
	


100
	

143.000.000
,00
	
7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan Siantar Narumonda
	

	7.01.05.2.01 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	
	
	
	
74.000.000,
00
	
	
114.000.000
,00
	
	
134.000.000
,00
	
	
134.000.000
,00
	
	
143.000.000
,00
	
	

	









Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Kerukuna n Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama
, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud kan Stabilitas Keamana n Lokal, Regional, dan Nasional
(Orang)
	
	











600
	










74.000.000,
00
	











600
	










114.000.000
,00
	











600
	










134.000.000
,00
	











600
	










134.000.000
,00
	











600
	










143.000.000
,00
	
	



	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinas i Pimpinan di Kecamata n (Dokumen
)
	
	




1
	
	




1
	
	




1
	
	




1
	
	




1
	
	
	

	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Orang)
	
	




















1
	
	




















1
	
	




















1
	
	




















1
	
	




















1
	
	
	



	7.01.05.2.01.0001 -
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
	
	
	
	





15.000.000,
00
	
	





35.000.000,
00
	
	





45.000.000,
00
	
	





45.000.000,
00
	
	





47.000.000,
00
	
	

	












Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Jumlah
Orang yang Mengikuti Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara
Kesatuan
	
	


















1
	


















15.000.000,
00
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35.000.000,
00
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45.000.000,
00
	


















1
	


















45.000.000,
00
	


















1
	


















47.000.000,
00
	
	



	
	Republik Indonesia (Orang)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.05.2.01.0004 -
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
	
	
	
	


35.000.000,
00
	
	


55.000.000,
00
	
	


65.000.000,
00
	
	


65.000.000,
00
	
	


70.000.000,
00
	
	

	







Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Kerukuna n Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama
, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud kan Stabilitas Keamana n Lokal, Regional, dan Nasional
(Orang)
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35.000.000,
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55.000.000,
00
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65.000.000,
00
	











600
	










65.000.000,
00
	











600
	










70.000.000,
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	7.01.05.2.01.0008 -
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	
	
	
	
24.000.000,
00
	
	
24.000.000,
00
	
	
24.000.000,
00
	
	
24.000.000,
00
	
	
26.000.000,
00
	
	

	

Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinas i Pimpinan
di Kecamata
	
	


1
	


24.000.000,
00
	


1
	


24.000.000,
00
	


1
	


24.000.000,
00
	


1
	


24.000.000,
00
	


1
	


26.000.000,
00
	
	



	
	n (Dokumen
)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	
	
	
	
14.000.000,
00
	
	
15.000.000,
00
	
	
16.000.000,
00
	
	
18.000.000,
00
	
	
20.000.000,
00
	
	

	
Meningkatnya pembinaan desa
	Tingkat Pembinaa n Desa (%)
	
0
	
100
	
14.000.000,
00
	
100
	
15.000.000,
00
	
100
	
16.000.000,
00
	
100
	
18.000.000,
00
	
100
	
20.000.000,
00
	7.01.0.00.0.00.1
0.0000 -
Kecamatan Siantar
Narumonda
	

	7.01.06.2.01 - Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
	
	
	
	

14.000.000,
00
	
	

15.000.000,
00
	
	

16.000.000,
00
	
	

18.000.000,
00
	
	

20.000.000,
00
	
	

	



Meningkatnya kualitas pemerintahan desa
	Jumlah
Laporan Hasil Koordinas i Pendampi ngan Desa di Wilayahn ya
(Laporan)
	



14
	



14
	



14.000.000,
00
	



14
	



15.000.000,
00
	



14
	



16.000.000,
00
	



14
	



18.000.000,
00
	



14
	



20.000.000,
00
	
	

	
7.01.06.2.01.0017 -
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	
	
	
	
14.000.000,
00
	
	
15.000.000,
00
	
	
16.000.000,
00
	
	
18.000.000,
00
	
	
20.000.000,
00
	
	

	


Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	Jumlah
Laporan Hasil Koordinas i Pendampi ngan Desa di Wilayahn ya
(Laporan)
	



14
	



14
	



14.000.000,
00
	



14
	



15.000.000,
00
	



14
	



16.000.000,
00
	



14
	



18.000.000,
00
	



14
	



20.000.000,
00
	
	



4.2 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Siantar Narumonda menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :
TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA


	NO
	PROGRAM PRIORITAS
	OUTCOME
	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
	KETER ANGAN

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)

	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Siantar Narumonda

	










1.
	







7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	







Meningkat nya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
	

	
	
	
	7.01.01.2.01.00
01 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
	

	
	
	
	7.01.01.2.01.00
06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
	

	
2.
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA
	Meningkatny a pelaksanaan
	7.01.02.2.04 -
Pelaksanaan Urusan
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	AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	kewenangan yang dilimpahkan KDH
	Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat
	

	
	
	
	7.01.02.2.04.00
01 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha
	

	
	
	
	7.01.02.2.04.00
02 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan
	




4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud merupakan indikator kinerja utama dan juga indikator kinerja kunci, yang ditampilkan dlam Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut :
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Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantar Narumonda Renstra Kecamatan Siantar Narumonda 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Toba

	
NO
	
INDIKATOR
	SA TU AN
	BASELI NE TAHUN
2024
	TARGET TAHUN
	
KET

	
	
	
	
	2025
	202
6
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	(01
)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	1.
	7.01.0.00.0.00
.10.0000 -
Kecamatan
Siantar Narumonda
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Indeks Kepuasan
Masyarakat
	Nila i
	-
	-
	76,6
	78,84
	81,13
	83,49
	88,4
	

	3.
	Kesesuaian layanan
dengan SOP
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	

	4.
	Tingkat Pembinaan
Desa
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	

	5.
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakat an
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	

	6.
	Nilai Evaluasi
Internal AKIP
	Ang
ka
	58,50
	79,75
	81,80
	83,80
	85,80
	87,80
	89,80
	





Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Siantar Narumonda

	
NO
	INDIKATO R
	STATU S
	SATUA N
	BASELIN E TAHUN 2024
	TARGET TAHUN
	KETER ANGAN

	
	
	
	
	
	202
5
	202
6
	202
7
	202
8
	202
9
	203
0
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	NIHIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _TOC_250000]BAB V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba. Diharapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025-2029 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan Visi dan Misi Toba dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.
Sesuai dengan prinsip berkesinambungan (continuity) dan berkelanjutan (sustainability). Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.
Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.
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Harapan kami Renstra Kecamatan Siantar Narumonda ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba sesuai dengan Visi Kabupaten Toba yaitu “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”


Siantar Narumonda,    September 2025
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